BUPATI BOJONEGORO
- PROVINSI JAWA TIMUR

. PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG
. ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
' TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EiSA

BUPATI BOJONEGORO,

Memmbang bahwa untuk melaksanakan Lketentuan Pasal 51 ayat (5}@-'
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang:
.'._-Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peratura |

o .Bupatl tentang- Ana1151s “Standar. Belanja Pemermta

: 'Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023; - '

Mengingat : 1. Undang~Undang Nomor . 12 Tahun 1950

:  Pemerintahan Daerah Kabupaten di D_]awa Timur (]

. Negara: Republik Indonesm Tahun 1950 Nom(}f 4

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang' Nomor

'2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah: Kotaprajsf

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan, -

mengubah Undang-—Undang Nomor 12 " Tahun: 1950}/

tentang Pembentukan Daerah-Daerah . Kota. Besar,' .'

ngkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa. Tengah JaWaL:-

Barat dan Daerah Istimewa Jog}akarta (Lembaran Negara i

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19; Tarnba‘harE o

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2’7 30)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang’ Keuang

Negara (Lembaran Negara Republik. Indonesia’ ’I‘ahun 2003

Nomor 47, Tambahan - Lembaran Negara - Repubhk

- Indonesia Nomor 4286); '

3. Undang-Undang - Nomor 1 ’I‘ahun 2004 tentan

' Perbendaharaan Negara (Lembaran - Negara Repubhk

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembarari_

Negara Republik Indones1a Nomor 4355); . S { i

4. Undang-Undang . Nomor 15 Tahun 2004 tentang

" Pemeriksaan Pengelolaan dan ‘Tanggung Jawab' Keuangan

 Negara {(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4400} _ '

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstern
~ Perencanaan . Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
~Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
S '_:_Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 442 1)




6.

10.

" Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara: Repubhk Indonesr‘
11.

. Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembara

12.

13.

“14.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun - 2014 'tentang

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembar Negara, Repubhk Indones

Peraturan Pemerintah < Nomor 12 Tahun 2019 tenta:
'Pengelolaan Keuangan Daerah {(Lembaran- Negara Repubh ,

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021  tentan iR
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014-; LT

Undang-Undang Nomor 383 Tahun 2004 tentang iy

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dar
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara . Republil
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 - tentan‘g
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembarar
Negara Republik Indonesia .Tahun 2011 Nomor 82

P 2 Y = ¥ L= S

0o

[

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomotr & . -

¢
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Undang-Undang =
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukar Peraturan | @
<
1

Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Republik: LN

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan- Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AParatur _'

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Letnbaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2014 - tentang.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara - Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587). -sebagaimana
telah diubah beberapa - kali, “terakhir dengan . Undan
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan-;
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik: Indonésia Tahun 2022

Nomor 6757);
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Republ

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagalmana tela

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Nega
Republik Indonesia Nomor 6573), N

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 20 14 tenta_ng
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan: Perundang:
undangan (Lembaran Negara Republik Tndonesia - ‘Tahun
2014 Nomor 199 sebagaimana telah diubah- dengal

o

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang~Undang Nomor
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundan
undangan); .

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi - dan Nomenklatuf 38

Perencanaan Pembangunan dan. Keuangan Daerah




15.

16,

Peraturan . Menteri Keuangan Nomor 60 / PMK 02 / 2021Z
tentang Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022; e
Peraturan ‘Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun-

2016 tentang . Pembentukan ' dan Susunan Perangkat :;'

“Daerah - Kabupaten Bojonegoro (Lembaran - Daérah

~ Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun ;. -
2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah @ =
Kabupaten qunegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentangﬁ R

Kabupaten Bojonegoro - Tahun 2016 = Nomor - 16}
sebagaimana telah diubah beberapa kali,. terakh1r ‘dengan

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupateni'

Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten BOJonegoro:

Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

‘Menetapkan : PERATURAN BUPATI = TENTANG ANALISIS STANDARi -

BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BOJON EGORO
TAHUN ANGGARAN 2023 '

Dalam Peraturan Bupati ini, yang. dlmaksud dengan SRURPEE 2|
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten i

1

2.
3.
4

- Bojonegoro.

~Anggaran = Pendapatan dan- Belanja Daerah yang

~selanjutnya disingkat APBD adalah- Anggaran Pendapatanl
- dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro. . '_ :
-~ Doktumen - Pelaksanaan Anggaran  Satuan - Kerja Perangkat
 Daerah. yang selanjutnya = disingkat. DPA-SKPD adalah
- Dokumen yang memuat . pendapatan dan- belanja Setlap:

- Wakil Bupati adalah Wakil Bupati BOJonegoro L _
- Perangkat Daerah yang selanjutnya- disingkat PD. adalah:

*pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran R
- RencanaKerja' ‘dan. Anggaran - Satuan Kexja Perangkatz
: _Daerah vang  selanjutnya - dlsmgkat ‘RKA- SKPD -adalah

-sebagai dasar penyusurnan APBD.
. 'Analisis Standar Belanja yang selan]utnya dlsmgkat ASBi

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bojonegoro.
Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

Organisasi Perangkat Daerah di Pemermtah Kabupaten B

Perangkat Daerah . yang ~digunakan se‘bagal dasar

dokumen perencanaan -dan penganggaran: yang berlsf
rencana - pendapatan, rencana -bélanja. program: dan
kegiatan Perangkat Daerah serta“’ rencana pemblaya:

adalah standar yang dlgunakan untuk menganallsls‘

- kewajaran beban kerja dan _belanja setiap keg1atan yang
akan  dilaksanakan olch  Perangkat Daerah - dalam

_ penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran




BAB. II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB  dimaksudkan untuk mewujudkan
perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang
efektif, efesien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan
dan berdasarkan pada Kkewajaran eckonomi melalui
standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan
penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh
Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk :

a. Menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu -
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas
yang menyebabkan inefisiensi anggaran;

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan
Keuangan Daerah;

d. Menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja
yang jelas; dan

e. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan
aktivitas/pekerjaan dalam suatu  keguatan  dan
pengendalian anggaran. |

BAB III
JENIS ASB

Pasal 4

(1) ASB meliputi sebagai berikut :

a. ASB Fisik terdiri dari :
1) Bidang Cipta Karya (Gedung dan Bangunan);
2) Bidang Pengairan; dan
3) Bidang Bina Marga (J embatan).

b. ASB Non Fisik terdiri dari:
1) Kegiatan Pelatihan PNS;
2) Kegiatan Pelatihan Non PNS;

3) Kegiatan Pelatihan Non Pegawai (Masyarakat);
4} Kegiatan Bimbingan Teknis PNS;

5) Kegiatan Bimbingan Teknis Non PNS;

6) Kegiatan Pendampingan PNS;

7) Kegiatan Pendampingan Non PNS;

8) Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/ Diseminasi;




9) Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Disminasi

Masyarakat;

10) Kegiatan Seminar/Lokakarya/Workshop/ Saras_ehaz‘i_; i 1;'_5:

dan _ e
11) Kegiatan Seminar/Lokakarya/Workshop/Sarasehan |
Masyarakat. El

(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam_ i

Lampiran dan :merupakan bagian yang tidak terplsahkan '

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran b1aya setlap:

~ kegiatan dalam rangka penyusunan RKA- PD G
' (2) Setiap kegiatan sebagaimana dlmaksud pada ayat [1) dapatf -
~digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan Jems yang; .
sama atau hampir sama sesual dengan nomenklatur AS'

keglatan sebagaimana dlmaksud

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN .

Pasal 6

Pengendalian terhadap penerapan ASB = dalam. -__-'rahgka o

penyusunan RKA-PD Pemerintah Daerah _dilakukan_ _oléﬁ' _.; =

Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pengawasan - terhadap pelaksanan ASB dﬂakukan ole}:_::j’:

| Inspektorat Kabupaten. Bo;onegoro

. BABYV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

_Kegiatan Perangkat Daerah vyang belum “diatur -délaz'

Peraturan Bupati ini, d1anggarkan sesuai dengan kebutuha.ri .

riil dengan ketentuan besaran total belanja dan: aloka31 rincian - £




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ©

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar  setiap orang mengetahumya,_ ~ memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya; :
dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro. :

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 Juli 2002

BUPATI BOJONEGORO,

ANNA MU’AWANAH




